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ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN 

PEMANFAATAN TANAH HAK MILIK PT. KERETA API INDONESIA 

(PERSERO) BAGI WARGA TERDAMPAK PENGGUSURAN DI 

KECAMATAN BATURAJA BARAT 

RADJUSON RIVALDO 

502022315 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemanfaatan tanah hak milik 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Kawasan Pasar Tempel, Kecamatan 

Baturaja Barat, yang menimbulkan permasalahan hukum terkait kekuatan hukum 

perjanjian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam praktiknya, masih 

terdapat penggunaan tanah yang belum didasarkan pada perjanjian yang jelas dan 

tertulis sehingga berpotensi menimbulkan sengketa, wanprestasi, maupun 

perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai 

pelaksanaan perjanjian pemanfaatan tanah berdasarkan ketentuan hukum perdata 

dan hukum pertanahan di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana kekuatan hukum perjanjian pemanfaatan tanah hak milik PT. 

KAI di Kawasan Pasar Tempel menurut hukum perdata serta bagaimana akibat 

hukum apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam 

pelaksanaan perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi 

kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan 

fakta di lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perjanjian pemanfaatan tanah PT. KAI memiliki kekuatan 

hukum apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 

1320 KUHPerdata. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penggunaan tanah 

tanpa dasar perjanjian yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan 

dapat menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun penyelesaian sengketa 

melalui jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Kata kunci : Hak PT. KAI, Pemanfaatan tanah, Penggusuran, Perjanjian. 
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ABSTRACT 

JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE LAND 

UTILIZATION AGREEMENT BY PT. KERETA API INDONESIA 

(PERSERO) FOR RESIDENTS AFFECTED BY EVICTION IN BATURAJA 

BARAT DISTRICT 

RADJUSON RIVALDO 

502022315 

 

This research is motivated by the utilization of land owned by PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) in the Pasar Tempel area, West Baturaja District, which 

raises legal issues regarding the legal force of agreements and legal protection 

for the parties involved. In practice, there are still land uses that are not based on 

clear and written agreements, potentially causing disputes, defaults, and unlawful 

acts. Therefore, a study is needed regarding the implementation of land utilization 

agreements based on the provisions of civil law and agrarian law in Indonesia. 

The formulation of the problems in this study are how the legal force of the land 

utilization agreement of PT. KAI’s property rights in the Pasar Tempel area 

according to civil law and what the legal consequences are if a default or 

unlawful act occurs in the implementation of the agreement. The research method 

used is empirical legal research with statutory and empirical approaches. Data 

were obtained through interviews, documentation, and literature studies, which 

were then analyzed descriptively and qualitatively based on field facts and 

applicable legal provisions. The results of the study indicate that the land 

utilization agreement of PT. KAI has legal force if it fulfills the legal requirements 

of an agreement as regulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. 

However, in practice, there are still land uses without clear contractual basis, 

causing legal uncertainty. If default or unlawful acts occur, the injured party may 

claim compensation, cancellation of the agreement, or settlement of disputes 

through legal channels in accordance with the applicable laws and regulations. 

 

Keywords : Agreement, Eviction, Land of PT. KAI, Utilization. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai 

prasarana dalam bidang perumahan, perindustrian, maupun jalan sebagai 

kepentingan umum.
1
 Pada konteks pembangunan nasional, tanah menjadi unsur 

yang sangat vital karena hampir seluruh kegiatan pembangunan, baik fisik 

maupun nonfisik, membutuhkan tanah sebagai sarana utama. Untuk menghindari 

konflik internal dan eksternal, pengaturan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah 

harus dilakukan dengan cara proporsional, adil, dan cocok dengan ketentuan 

aturan yang sah. 

Hak-hak atas tanah tercipta karena terdapat penugasan pelaksanaan 

kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik.
2
 Instansi pemerintah, 

pemerintah daerah, BUMN, dan badan pemerintah tertentu memperoleh hak 

pengelolaan ini. PT.KAI berkekuatan sebagai penerima pelimpahan kewenangan 

tersebut. PT.KAI memiliki dan mengelola sejumlah besar aset tanah di berbagai 

wilayah Indonesia untuk mendukung aktivitas transportasi dan pembangunan 

bangsa. 

Salah satu perusahaan publik PT Kereta Api Indonesia (Persero), juga dikenal 

sebagai PT.KAI yang berperan dalam penyelenggaraan sarana transportasi dengan 

                                                           
1
 Amoury Adi Sudiro and Ananda Prawira Putra, „Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas 

Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan‟, Jurnal Magister 

Ilmu Hukum, 5.1 (2021), hlm. 22, doi:10.36722/jmih.v5i1.768. 
2
 Rizky Rumondang,dkk, „Kajian Yuridis Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn) 

Terhadap Pemanfaatan Aset Tanah Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Pada PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Lintas Jalur Rel Kereta Api Perbaungan-Tebing Tinggi‟, Agustus, 2.8 (2024), 

hlm. 3031–5220. 
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kereta api nasional.
3
 Seiring dengan perjalanan sejarahnya, PT.KAI mewarisi aset-

aset tanah bekas perusahaan kereta api zaman kolonial Belanda yang sebagian 

besar tercatat dalam bentuk Grondkaart. Tanah-tanah tersebut pada awalnya 

digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perkeretaapian, seperti stasiun, 

jalur rel, gudang, dan fasilitas lainnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Perkeretaapian). 

Peningkatan ekonomi dan sosial di daerah kereta api ada berbagai cara pihak 

memanfaatkan tanah PT.KAI. Salah satu bentuknya adalah perjanjian penggunaan 

lahan untuk aktivitas di luar sektor perkeretaapian. Fenomena ini menimbulkan 

pertanyaan mengenai dasar hukum, keabsahan, serta kesesuaian praktik tersebut 

dengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. 

PT.KAI dapat mengadakan perjanjian untuk penggunaan tanah dengan pihak 

ketiga dalam bentuk sewa, kerja sama penggunaan, atau bentuk kesepakatan 

lainnya tanpa mengalihkan hak tanah tersebut karena PT.KAI sebagai pemegang 

HPL memiliki hak tersebut. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa aset tetap 

milik atau yang dikuasai oleh BUMN dapat dimanfaatkan melalui berbagai 

skema, seperti kerja sama penggunaan aset (KSA), sewa, bangun guna serah 

(BGS), selama prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dipertimbangkan, 

serta menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi perusahaan negara. 

Kerja sama penggunaan tanah oleh PT.KAI tidak boleh bertentangan dengan 

ketentuan yang diatur. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ruang-ruang tersebut 

                                                           
3
 Arief Wisnu Wardhana, „Perjanjian Pemborongan Jasa Konstruksi Di Lingkungan PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) (Studi Pada Kontrak Pengadaan Jasa Pembangunan Jalur Kereta 

Api Batu Ceper – Bandara Soekarno-Hatta)‟, Sol Justicia, 5.1 (2022), hlm. 49–62, 

doi:10.54816/sj.v5i1.477. 
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memiliki fungsi yang berbeda, yakni ruang manfaat digunakan untuk 

pembangunan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian, ruang milik 

digunakan untuk pengamanan jalur serta keselamatan pengoperasian, sedangkan 

ruang pengawasan digunakan untuk mengawasi kegiatan yang dapat 

membahayakan keselamatan operasional kereta api. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa perjanjian yang berkaitan dengan 

penggunaan tanah antara PT.KAI dan pihak ketiga memiliki landasan hukum yang 

kuat,selama itu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku 

dan tanpa mengganggu fungsi utama tanah perkeretaapian. Secara konseptual, 

praktik ini merupakan implementasi dari hak pengelolaan negara atas tanah 

melalui BUMN, dengan tujuan mengoptimalkan aset negara bagi kegiatan 

ekonomi produktif tanpa menghilangkan fungsi publik dan strategis dari tanah 

perkeretaapian itu sendiri. 

Salah satu kasus yang menarik untuk dipertimbangkan adalah penggunaan 

tanah milik PT.KAI di Kawasan Pasar Tempel, Kelurahan Talang Jawa dan 

Kelurahan Saung Naga Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). 

Kawasan ini merupakan area strategis yang mengalami pertumbuhan ekonomi 

pesat, sehingga tanah PT.KAI di wilayah tersebut sering dimanfaatkan untuk 

kegiatan perdagangan dan usaha oleh masyarakat setempat. Kondisi ini 

menimbulkan persoalan hukum terkait legalitas perjanjian penggunaan tanah 

tersebut. Dalam praktiknya, terdapat dugaan bahwa sebagian penggunaan tanah di 

kawasan Pasar Tempel, Kelurahan Talang Jawa dan Kelurahan Saung Naga 

Baturaja dilakukan tanpa melalui prosedur perjanjian resmi dengan PT. KAI, atau 
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bahkan dilakukan berdasarkan perjanjian yang belum memiliki dasar hukum yang 

kuat. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara serta membuka 

peluang terjadinya sengketa antara PT. KAI dan pihak pengguna tanah. 

Perlu dilakukan analisis hukum secara mendalam terhadap perjanjian 

penggunaan tanah hak milik PT. KAI di Kawasan Pasar Tempel, Kelurahan 

Talang Jawa dan Kelurahan Saung Naga Baturaja, baik dari segi keabsahan 

perjanjian, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, maupun 

dampaknya terhadap pengelolaan aset BUMN. Salah satu tujuan analisis ini 

adalah untuk mengetahui apakah bentuk perjanjian tersebut memenuhi asas-asas 

hukum perjanjian dan ketentuan yang diatur dalam hukum pertanahan Indonesia. 

Penelitian ini diharapkan untuk menjelaskan dasar hukum yang mendasari 

penggunaan tanah PT. KAI oleh pihak ketiga, serta menjadi bahan pertimbangan 

bagi PT. KAI dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengelolaan aset 

negara secara tertib, efisien, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat judul 

penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemanfaatan 

Tanah Hak Milik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Bagi Warga Terdampak 

Penggusuran Di Kecamatan Baturaja Barat”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian pemanfaatan tanah hak milik PT.KAI 

di Kawasan Pasar Tempel Baturaja menurut hukum perdata? 

2. Apa akibat hukum apabila terjadi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi 

dalam pelaksanaan perjanjian pemanfaatan tanah tersebut? 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pembahasan agar tidak meluas dari 

pokok permasalahan yang hendak dikaji. Hukum perdata, terutama perjanjian dan 

hukum pertanahan, adalah subjek utama penelitian ini. Studi ini berfokus pada 

perjanjian tentang penggunaan tanah oleh PT. KAI yang terletak di Kawasan 

Pasar Tempel, Kelurahan Talang Jawa dan Kelurahan Saung Naga Baturaja, 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan 

mendalam tentang aspek hukum dari perjanjian penggunaan tanah di Kawasan 

Pasar Tempel, Kelurahan Talang Jawa dan Kelurahan Saung Naga Baturaja 

dimiliki oleh PT. KAI. Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan hukum perjanjian 

pemanfaatan tanah hak milik PT. KAI di Kawasan Pasar Tempel, 

Kelurahan Talang Jawa dan Kelurahan Saung Naga Baturaja menurut 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum 

perdata. 

b) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum yang timbul 

apabila terjadi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam 

pelaksanaan perjanjian pemanfaatan tanah tersebut, baik dari segi 

tanggung jawab para pihak maupun implikasi hukumnya terhadap 

keberlangsungan perjanjian dan status tanah. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat, yaitu: 

a. Menjadi referensi akademis mengenai kekuatan hukum perjanjian 

pemanfaatan tanah yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). 

b. Penelitian ini diharapkan akan membantu pihak dan mengurangi 

kemungkinan sengketa hukum dengan menilai proses penyusunan dan 

pelaksanaan perjanjian pemanfaatan aset tanah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan landasan pemikiran yang digunakan 

penulis untuk memberikan batasan serta pemahaman terhadap konsep-konsep 

yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka 

konseptual disusun untuk menjelaskan pengertian dan hubungan antara konsep 

perjanjian, pemanfaatan tanah, hak milik, PT. Kereta Api Indonesia (Persero), 

serta penggusuran yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian 
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mengenai penjelasan dan batasan – batasan istilah yang berkaitan dengan 

judul skripsi ini sebagai berikut : 

1. Perjanjian 

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak 

atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan 

kesepakatan para pihak.
4
 Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih. Dalam konteks penelitian ini, perjanjian 

digunakan sebagai dasar hukum antara PT. KAI dan pihak ketiga 

dalam pemanfaatan tanah di kawasan Pasar Tempel Baturaja, 

sehingga perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata agar memiliki 

kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. 

2. Pemanfaatan Tanah 

Pemanfaatan tanah merupakan kegiatan penggunaan tanah 

untuk memenuhi kepentingan tertentu baik dalam bidang ekonomi, 

sosial, maupun pembangunan, dengan tetap memperhatikan fungsi 

sosial tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria.
5
 Dalam penelitian ini, pemanfaatan tanah dilakukan oleh 

masyarakat atau pihak ketiga terhadap aset tanah PT. Kereta Api 

                                                           
4
 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 1. 

5
 Sonny Dewi Judiasih, Hukum Pertanahan Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2022, 

hlm. 207. 
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Indonesia (Persero) melalui hubungan hukum berupa perjanjian 

sewa, kerja sama operasional, maupun bentuk pemanfaatan 

lainnya. Pemanfaatan tanah tersebut harus dilaksanakan sesuai 

ketentuan hukum agraria dan tidak bertentangan dengan fungsi 

utama tanah perkeretaapian sebagai aset negara yang dikelola oleh 

PT. KAI. 

3. Hak Milik 

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh 

yang dapat dipunyai seseorang atas tanah sebagaimana diatur 

dalam Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria.
6
 Dalam penelitian 

ini, hak atas tanah yang dikelola oleh PT. KAI berkaitan dengan 

hak pengelolaan atas aset negara yang digunakan untuk menunjang 

kegiatan perkeretaapian. Hak tersebut memberikan kewenangan 

kepada PT. KAI untuk mengatur, memanfaatkan, dan melakukan 

kerja sama penggunaan tanah dengan pihak ketiga tanpa 

menghilangkan status kepemilikan negara atas tanah tersebut. Oleh 

karena itu, setiap pemanfaatan tanah wajib dilakukan berdasarkan 

ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan sengketa 

hukum di kemudian hari.  

 

                                                           
6
 Adrian Sutedi, Hukum Agraria: Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2021, hlm. 102. 
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4. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa transportasi 

perkeretaapian nasional dan memiliki kewenangan dalam 

pengelolaan aset tanah negara yang berasal dari peninggalan 

perusahaan kereta api kolonial Belanda. Dalam praktiknya, PT. 

KAI melakukan berbagai bentuk kerja sama pemanfaatan tanah 

dengan masyarakat maupun pihak ketiga guna mengoptimalkan 

aset perusahaan tanpa menghilangkan fungsi utama tanah untuk 

kepentingan operasional perkeretaapian.
7
 Oleh karena itu, 

pengelolaan dan pemanfaatan tanah oleh PT. KAI harus dilakukan 

secara tertib, efektif, serta sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar tercipta kepastian hukum dan 

perlindungan terhadap aset negara. 

5. Penggusuran 

Penggusuran merupakan tindakan pengosongan atau 

pengambilalihan suatu tanah atau bangunan dari pihak yang 

menempati tanpa hak atau tidak memiliki dasar hukum yang sah 

atas penggunaan tanah tersebut.
8
 Dalam konteks penelitian ini, 

penggusuran dapat terjadi apabila masyarakat atau pihak ketiga 

menggunakan tanah milik PT. KAI tanpa adanya perjanjian resmi 

                                                           
7
 Arief Wisnu Wardhana, “Perjanjian Pemborongan Jasa Konstruksi di Lingkungan PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero),” Sol Justicia, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 49–62. 
8
 Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2022, hlm. 35. 



10 
 

10 
 

atau melanggar ketentuan dalam perjanjian pemanfaatan tanah 

yang telah disepakati. Penggusuran harus dilakukan berdasarkan 

prosedur hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan perbuatan 

melawan hukum maupun pelanggaran terhadap hak-hak 

masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan perjanjian yang sah 

menjadi penting sebagai dasar perlindungan hukum bagi PT. KAI 

maupun pihak pengguna tanah. 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Penulis dapat menggunakan penelitian sebelumnya sebagai referensi saat 

melakukan penelitian ini dan sebagai landasan untuk mengangkat topik penelitian: 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. 

Nasrul (2019) 

Soumatera Law 

Review, 2(1), 

150. 

Pemanfaatan Tanah 

Aset PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) 

Divisi Regional II 

Sumatera Barat 

oleh Pihak Ketiga 

Tujuan pemanfaatan aset tanah PT. 

KAI adalah untuk memaksimalkan 

potensi dan mendukung kegiatan 

bisnis perkeretaapian, tetapi 

banyak aset malah digunakan 

untuk kegiatan di luar bidang 

perkeretaapian. Mekanisme seperti 

Bangun Guna Serah, Kerjasama 

Operasi, Kerjasama Usaha, Sewa, 

dan Pinjam Pakai adalah bentuk 

pemanfaatan tanah pihak ketiga. 
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Penelitian ini memberikan 

landasan teoritis penting mengenai 

batasan hukum dalam pemanfaatan 

tanah milik BUMN, namun 

penelitian ini masih terbatas pada 

wilayah Sumatera Barat dan belum 

menguraikan secara rinci aspek 

perjanjian dari perspektif hukum 

perdata.
9
 

2. 

Rumondang, 

Lubis, 

Sembiring, dan 

Lubis (2024) 

Jurnal Media 

Akademik, 2(8). 

Kajian Yuridis 

Pengelolaan Barang 

Milik Negara 

terhadap 

Pemanfaatan Aset 

Tanah Badan Usaha 

Milik Negara pada 

PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) 

Lintas Jalur Rel 

Kereta Api 

Menyoroti aspek pengelolaan dan 

status hukum aset tanah PT. KAI 

yang masih berstatus Grondkaart. 

Hasil penelitian menunjukkan 

adanya dualisme pemahaman 

kepemilikan antara PT. KAI dan 

Kementerian Perhubungan, yang 

berdampak pada tidak optimalnya 

pengelolaan aset tersebut. Namun, 

tidak boleh disewakan kepada 

pihak lain tanah yang secara 

                                                           
9
 Oky Nasrul, “Pemanfaatan Tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi 

Regional II Sumatera Barat oleh Pihak Ketiga,” Soumatera Law Review Vol. 2, No. 1 (2019): hlm. 

150–151. 
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Perbaungan–Tebing 

Tinggi 

hukum dibebani Hak Guna 

Bangunan di atas Hak Pengelolaan. 

Penelitian ini menegaskan adanya 

persoalan administratif dan hukum 

dalam pengelolaan aset BUMN, 

serta memberikan dasar bagi 

penelitian ini untuk meninjau 

legalitas perjanjian pemanfaatan 

tanah dari sudut pandang hukum 

perdata dan agraria.
10

 

3. 

Sulistiowati, 

Ismail, dan 

Rahman (2020) 

Jurnal Hukum 

& 

Pembangunan, 

50(4), 1004. 

Status Kepemilikan 

dan Pemanfaatan 

Tanah Grondkaart 

di Stasiun Depok 

Baru, Lenteng 

Agung, dan 

Tanjung Barat 

Tanah yang berasal dari 

Grondkaart masih merupakan aset 

pemerintah dengan status Hak 

Pakai Selama Digunakan, 

penyertaan tanah sebagai modal di 

PT. KAI belum disertai dengan 

pemindahtanganan hak 

kepemilikan. Selain itu, diputuskan 

bahwa beberapa perjanjian 

pemanfaatan tanah antara PT. KAI 

                                                           
10

 Rumondang, Lubis, Sembiring, dan Lubis, “Kajian Yuridis Pengelolaan Barang Milik 

Negara terhadap Pemanfaatan Aset Tanah Badan Usaha Milik Negara pada PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Lintas Jalur Rel Kereta Api Perbaungan–Tebing Tinggi,” Jurnal Media 

Akademik Vol. 2, No. 8 (2024): hlm. 8–10. 
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dan pihak ketiga tidak memenuhi 

dua syarat sah perjanjian, yaitu 

kecakapan bertindak dan kausa 

yang halal, sehingga perjanjian 

tersebut dianggap tidak sah secara 

hukum.
11

 

Tabel di atas memungkinkan penulis untuk mengambil kesimpulan bahwa ada 

persamaan antara penulis dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian pertama 

adalah Nasrul (2019) berjudul Pemanfaatan Tanah Aset PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat oleh Pihak Ketiga, dan yang kedua 

adalah Rumondang Lubis, Sembiring, dan Lubis (2024) berjudul Kajian Yuridis 

Pengelolaan Barang Milik Negara terhadap Pemanfaatan Tanah Badan Usaha 

Milik Negara pada PT Kereta Api. Kemudian, dari segi perbedaan penelitian yang 

penulis lakukan fokus pada ruang lingkup kawasan Pasar Tempel, Kelurahan 

Talang Jawa dan Kelurahan Saung Naga Baturaja dikarenakan penulis tinggal dan 

besar di kawasan tersebut sehingga melihat isu – isu hukum serta fenomena yang 

terjadi secara langsung. 

Penelitian ini sangat relevan bagi penelitian yang sedang penulis lakukan 

karena memberikan gambaran konkret mengenai permasalahan keabsahan 

perjanjian pemanfaatan tanah dan kekuatan hukumnya dalam perspektif hukum 

perdata. 

                                                           
11

 Sulistiowati, Nurhasan Ismail, dan Taufiq El Rahman, “Status Kepemilikan dan 

Pemanfaatan Tanah Grondkaart di Stasiun Depok Baru, Lenteng Agung, dan Tanjung Barat,” 

Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No. 4, 2020, hlm. 1009–1013. 
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G. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini dan ruang lingkup serta tujuan penelitian, metode yang di 

gunakan adalah peneltian hukum empiris dengan menggunakan bahan primer dan 

sekunder. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada fakta-

fakta yang terjadi di masyarakat serta bagaimana hukum diterapkan dalam 

praktik. Jenis penelitian ini menggunakan data lapangan yang diperoleh melalui 

wawancara, observasi, maupun penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Metode empiris digunakan dalam penelitian 

ini karena sumber datanya berasal dari perilaku hukum masyarakat dan praktik 

pelaksanaan hukum di lapangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

efektivitas penerapan hukum, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 

hukum, serta hubungan antara aturan hukum dengan kenyataan sosial di 

masyarakat.
12

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian empiris meliputi: 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk 

mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum hak 

atas tanah sebagai dasar dalam menganalisis praktik yang terjadi di 

masyarakat. 

b. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan 

melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan 

                                                           
12

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51. 
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dengan pelaksanaan perjanjian pemanfaatan tanah, guna mengetahui 

bentuk pelaksanaan, hambatan, serta akibat hukum dari perbuatan 

melawan hukum atau wanprestasi yang terjadi. 

c. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk 

memahami konsep-konsep hukum perdata yang berkaitan dengan 

perjanjian, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum dalam 

pelaksanaan perjanjian pemanfaatan tanah. 

2. Sumber Data 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang relevan, data dan informasi 

diperlukan untuk variabel masalah. Dalam penelitian hukum, data biasanya 

terbagi dalam tiga kategori: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer berasal dari undang-undang yang berlaku dan 

memiliki kekuatan hukum mengikat.. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan atau 

menginterpretasikan bahan hukum primer. Contoh bahan sekunder 

termasuk buku teks, jurnal ilmiah, artikel, pendapat ahli hukum, dan karya 

ilmiah lain yang relevan. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung yang menjelaskan bahan 

hukum primer dan sekunder. Ini termasuk sumber daring yang dapat 
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diandalkan dan relevan, serta kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus 

besar bahasa Indonesia (KBBI). 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan teknik dan cara yang digunakan 

untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara 

(interview), yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada 

pihak-pihak yang berkaitan dengan perjanjian pemanfaatan tanah hak milik PT. 

KAI guna memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan 

perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta hambatan yang terjadi dalam 

praktik. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

melalui dua metode yaitu: 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden atau narasumber 

yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, seperti pihak PT. KAI, 

masyarakat pengguna tanah, maupun pihak lain yang memahami permasalahan 

yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer mengenai 

pelaksanaan perjanjian pemanfaatan tanah hak milik PT. KAI. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-

dokumen, peraturan perundang-undangan, arsip, serta data tertulis lainnya yang 

berkaitan dengan perjanjian pemanfaatan tanah hak milik PT. KAI sebagai data 

pendukung dalam penelitian. 
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4. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

kualitatif, yaitu dengan cara seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif tanpa menggunakan perhitungan 

statistik, kemudian diuraikan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di 

lapangan dan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

H. Sistematika Penulisan 

Di dalam buku pedoman yang di berikan oleh Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang menjelaskan untuk penyusunan skripsi yang akan 

disusun dalam keseluruhan IV bab. 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini, ada uraian latar belakang masalah yang menjelaskan 

mengapa penelitian ini diperlukan, rumusan masalah utama dan ruang 

lingkup, tujuan, dan keuntungan dari penelitian. Ini juga mencakup 

kerangka konseptual, jenis penelitian, dan metode pengumpulan data, 

analisis data, dan prosedur untuk menyusun skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas landasan teori – teori dasar yang mendukung 

pembahasan masalah dan teori lain yang relevan dengan objek penelitian. 

Pembahasan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan tentang 

pemanfaatan tanah, tinjauan tentang penggusuran tanah. 
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Bab III Pembahasan 

Bab ini akan membahas temuan penelitian yang relevan tentang kekuatan 

status hukum perjanjian pemanfaatan tanah hak milik PT. KAI di wilayah 

Pasar Tempel Kelurahan Talang Jawa dan Kelurahan Saung Naga, 

Baturaja. 

Bab IV Penutup 

Bagian ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan 

subjek penelitian. 

Daftar Pustaka 

Lampiran 
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